SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6

Mengingat

Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Sumber Pendapatan Desa {Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun
2006 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 18 Seri E) perlu disesuaikan ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kediri
tentang Sumber Pendapatan Desa ;

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) ;
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;

-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717); ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5694) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang
Pedoman Administrasi Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan Desa,

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 31 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun
2008 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 65);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
dan
BUPATI KEDIRI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

BAB 1|
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

L

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa timur.

Daerah adalah Kabupaten Kediri.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.

Desa adalah Desa yang ada di wilayah Kabupaten Kediri.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Desa.
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Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan
secara demokratis.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang
diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli
atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau
perolehan hak lainnya yang sah.

Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan
barang tidak bergerak.

BAB 11
SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Pendapatan Desa bersumber dari:

a.

pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan
partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;

alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten;

alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang
diterima Kabupaten;

bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;

hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

lain-lain pendapatan desa yang sah.



Bagian Kedua
Alokasi Dana Desa dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 3
(1} Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang
ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
(2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan
yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Bagian Ketiga
Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus] dari
realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(2) Pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:

a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa;
dan

b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi
penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

(3) Pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada
desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah kepada desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Alokasi Dana Desa

Pasal 5
(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten ADD setiap tahun anggaran.

(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh
perseratus) dari dana perimbangan vang diterima Daerah dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

(3} Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
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b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan
tingkat kesulitan geografis desa.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

{1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa
yang bersumber dari ADD.

(2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa
menggunakan penghitungan sebagai berikut:

a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);

b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan
antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling
banyak 50% (lima puluh per seratus);

c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan
antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan
paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan

d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta
rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta
rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

(3} Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat,
kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

(4) Bupati/walikota menetapkan besaran penghasilan tetap:

a. Kepala Desa;

b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak
80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan;
dan

c. Perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh per
seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan
tetap kepala Desa per bulan.

(S) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan persentase penghasilan tetap kepala
Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dan
ditetapkan dengan peraturan bupati.
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Bagian Kelima
Bantuan Keuangan yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 7

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan
bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
kepada Desa.

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum
dan khusus.

Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima
bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di desa.
Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi
bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan
masyarakat.

Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGELOLAAN KEKAYAAN MILIK DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8
Kekayaan milik desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan.
Kekayaan milik desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain
sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa.
Kekayaan milik desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk
mendapatkan pinjaman.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Desa
Pasal 9
Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik desa.
Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.

Pasal 10
Pengelolaan kekayaan milik desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan desa.
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Pengelolaan kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas
oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa

Pengelolaan kekayaan milik desa yang berkaitan dengan penambahan dan
pelepasan aset ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan

Musyawarah Desa.

Pasal 11
Kekayaan milik desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah
dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas untuk

kepentingan masyarakat umum.

Bagian Ketiga
Aset Desa

Pasal 12

Aset desa dapat berupa :
. tanah kas desa;
. pasar desa,

. pasar hewan,

a
b

o

d. tambatan perahu,
e. bangunan desa,

f. pelelangan hasil pertanian,
g- hutan milik desa,

h

.mata air milik desa,

-

pemandian umum, dan

j. aset lainnya milik desa.

Aset lainnya milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hurufl antara lain:

a. kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

b. kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. hasil kerja sama desa; dan

e. kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Kekayaan milik desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah

Desa.

Bangunan milik desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan

ditatausahakan secara tertib.
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BAB IV
KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu

Belanja Desa

Pasal 13

(1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

(2)

a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja
Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa; dan

b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa
digunakan untuk:

1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
2. operasional pemerintahan Desa;

3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan

4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar

pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan

lain.

(3) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada

(1)

(2)

ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat
Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b angka 1.

Pasal 14
Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan
lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa.
Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah
didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 15
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan
uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan
pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.
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Bagian Kedua
Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 16
Pengelolaan Keuangan Desa meliputi:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. penatausahaan;
d. pelaporan; dan
e. pertanggungjawaban.
Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya
kepada Perangkat Desa.

Pasal 17
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja,
dan pembiayaan Desa.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa
dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan
Peraturan Desa.

Pasal 18
Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang
disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah
Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi
tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan
kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 19

Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening Kas Desa dan

penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 20

Pencairan dana dalam rekening Kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan
Bendahara Desa.

Pasal 21

Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 {satu) tahun anggaran

terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.



11

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

a.

sk o0 o0 o

et o

memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten yang
dilaksanakan oleh Desa;

. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;

menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;

. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan
Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;

. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan
lembaga adat;

- melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;

melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan,
bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;

melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-desa;
dan

memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui:

fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;

fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;

Fm oo a0 oo

. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;

-

fasilitasi  sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan
pembangunan desa;
j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
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k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum:;

1. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;

m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

n. fasilitasi kerja sama antar-desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;

o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta
penetapan dan penegasan batas desa;

p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
desa;
koordinasi pendampingan desa di wilayahnya; dan

r. koordinesi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Kediri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2006 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 18 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25
Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus

ditetapkan paling lama 6 {enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini
diundangkan.

Pasal 26
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di = Kediri
pada tanggal, 6 - 8- 2015
BUPATI KEDIRI,

ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri ;
pada tanggal, 20-5 - 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd
SUPOYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 10

NO.REG.PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR 226-
10/2015

SUPOYO



P

L.

IL.

13

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

UMUM

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
seiring dengan itu pula pengaturan susunan dan tata cara penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan Desa harus segera disesuaikan dengan ketentuan
yang baru.

Untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan
pemberdayaan masyarakat Desa, perlu mengatur perubahan ketentuan mengenai
Sumber Pendapatan Desa dalam suatu Peraturan Daerah.

Pada akhirnya Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah
Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam
ikut melancarkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa demi terwujudnya

Desa yang maju, mandiri dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Hurufa
Yang dimaksud dengan “Pendapatan Asli Desa” adalah pendapatan yang
berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan skala lokal Desa.
Yang dimaksud dengan “hasil usaha” termasuk juga hasil BUM Desa dan
tanah bengkok
Huruf b
Yang dimaksud dengan “Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara tersebut” adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan
kemasyarakatan. .
Huruf ¢
Cukup jelas.
Hurufd
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Cukup jelas.
Hurufe
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “lain-lain pendapatan Desa yang sah” adalah antara
lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan
perusahaan yang berlokasi di Desa.
Pasal 3
Ayat (1)
Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan
geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan
pembangunan Desa
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
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Yang dimaksud dengan “sumbangan” adalah termasuk tanah wakaf
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Yang dimaksud dengan “insentif rukun tetangga dan rukun warga”
adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional
rukun tetangga dan rukun warga.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18



Ayat (1)

Dalam penetapan belanja Desa dapat dialokasikan insentif kepada rukun

tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dengan pertimbangan bahwa RT dan

RW walaupun sebagai lembaga kemasyarakatan, RT dan RW membantu

pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan,

ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tidak terbatas” adalah kebutuhan pembangunan di

luar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan primer” adalah kebutuhan pangan,

sandang dan papan.

Yang dimaksud dengan “pelayanan dasar” adalah antara lain pendidikan,

kesehatan dan infrastruktur dasar.
Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengawasan” adalah termasuk di dalamnya

pembatalan Peraturan Desa.

Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.
Hurufj

Cukup jelas.

Huruf k



Cukup jelas.
Huruf 1
Cukup jelas,
Huruf m
Cukup jelas.
Hurufn
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
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